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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR  76  TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN                 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Bogor telah 
ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor 
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bogor; 
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b. bahwa berkenaan dengan adanya 
perubahan bersaran perumahan 
pimpinan DPRD Kota Bogor sesuai                  
surat Nomor 900/153-Setwan perihal 
Usulan Perubahan Besaran Tunjangan 
Perumahan Pimpinan DPRD               
Kota Bogor Tahun 2018 dan perubahan 
besaran tunjangan transportasi anggota 
DPRD Kota Bogor sesuai surat                          
Nomor 900/154-Setwan perihal Usulan 
Perubahan Besaran Transportasi 
Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2018, 
maka Peraturan Wali Kota sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu diubah       
dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a    
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan                 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bogor 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyeleggara Negara Yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi                     
dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999                   
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang                   
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24                  
Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan                
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah tiga kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21        
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 Tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 



4 

 

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan                   
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Bogor Nomor 6 Tahun 2017                      
tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan                    
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); 

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan                   
dan Susunan Perangkat Daerah                       
di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor 
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D); 

8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 60 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan                 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bogor (Berita Daerah Kota Bogor                   
Tahun 2017 Nomor 48 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  PERATURAN WALI KOTA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI 
KOTA BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA BOGOR. 
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Pasal  II 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor    
Nomor 60 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan                             
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor                
Tahun 2017 Nomor 48 Seri E) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal  18 
 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan 
Perumahan setiap Bulan. 

(2) Besarnya tunjangan Perumahan sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (1) adalah: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 22.500.000,00                   
(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 21.500.000,00 
(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 18.500.000,00 
(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).  

 

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal  19 

 
Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD 
Kota Bogor dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota 
DPRD Kota Bogor, yang dibayarkan setiap bulan sebesar 
Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
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Pasal   II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal  25 Oktober 2018      
    
WALIKOTA  BOGOR, 
          Ttd. 
   BIMA  ARYA 

Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 25 Oktober 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

      Ttd. 
        ADE  SARIP  HIDAYAT   
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN  2018  NOMOR  56  SERI  E 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 
 
 

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. 

NIP. 19720918199911001 

 

 


